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Penelitian ini fokus pada proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meredam
konflik di Papua pada tahun 2019. Konflik yang terjadi akibat kasus rasisme ini memberikan dampak ikutan
dan mengancam ketahanan negara akibat masifnya penyebaran muatan negatif saat konflik berlangsung.
Dalam perspektif intelijen, sebagai bentuk antisipasi dini agar konflik tidak membesar, segala aktifitas
mungkin untuk dilakukan sebagai respon cepat dan upaya memitigasi konflik yang bertujuan untuk menjaga
ketahanan dan keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang
menganalisis secara kritis keputusan pemerintah terkait pemblokiran internet, dengan teknik pengumpulan
data yang dilakukan adalah wawancara dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kebijakan
perlambatan internet yang dilakukan oleh pemerintah dalam perspektif intelijen dapat dilakukan meski
demikian perlu kebijakan dengan payung hukum yang baru mengingat pemerintah dinyatakan bersalah atas
kebijakan perlambatan ini. Pemerintah sepatutnya memiliki kajian yang komprehensif berkaitan dengan
pengambilan kebijakan perlambatan internet, dengan melakukan benchmarking ke beberapa negara yang
memiliki pengamanan siber yang baik, sehingga pemerintah dapat mengambil dan menerapkan kebijakan
yang baik dan benar serta mempertimbangkan dampaknya di masyarakat saat menangani wilayah konflik.
Hasil penelitian ini juga mengharapkan adanya perubahan UU I TE guna mencegah terjadinya penyebaran
konten negatif yang lebih masif lagi. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan alasan
keamanan dan ketahanan nasional terutama dalam situasi konflik, opsi kebijakan untuk memperlambat
jaringan internet dapat dilakukan namun dengan kebijakan dan regulasi yang mendukung.

...... This study focused on the policy-making process carried out by the government to reduce conflict in
Papuain 2019.The conflict that occurred due to this racism case had a follow-up impact and threatened the
country's resilience due to the massive spread of negative content during the conflict. From intelligence
point of view, asaform of early detection to prevent conflict from escalating, all activities can be conducted
as part of arapid response and conflict mitigation effort aimed at maintaining national security and
resiliency. This study used a qualitative descriptive method that critically analyzes government decisions
related to internet blocking, with data collection techniques carried out are interviews and literature studies.
The results of this study show that throttling policies by the government in Papua at 2019 from an
intelligence perspective can be carried out even though a policy is needed to pay for a new law considering
the government has stated that this fee policy is. The Government should have a comprehensive study
related to throttling policy making especially in conflict situation, so the policy can be re-implemented in
conflict areas by considering itsimpact on society. The results of this study also hope that there will be
changesto the ITE Law in order to prevent the spread of negative content that is even more massive. In this


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20521730&lokasi=lokal

study, it can be concluded that for reasons of national security and resilience, especially in conflict
situations, policy options to slow down the internet network must be carried out in order to narrow the
chance of an even greater impact of division.



